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ABSTRACT
Indonesia is still experiencing problems with malnutrition, namely undernutrition, stunting, and wasting, which are still at a high level when compared to the limit according to the World Health Organization. Referring to this problem, the Banyuwangi Regency Government carried out a convergence of stunting prevention and reduction based on Regent Regulation No. 68 of 2020. In this regulation, there is a strategic approach in the convergence of stunting prevention by carrying out a form of intervention carried out by the government through cross-sectors such as sub-district heads, police, TNI, village heads, education, Ministry of Religion, irrigation, BKKBN, and agriculture through a program echoed by the Banyuwangi Regency government, namely Banyuwangi Tanggap Stunting (BTS). The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of stunting prevention and reduction through Banyuwangi Tanggap Stunting This research uses a qualitative approach. Data collection techniques in this study used triangulation techniques such as observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this study uses the miles and huberman model which consists of data collection, data condensation, data presentation and data conclusions. This research produces interesting findings including: 1) in the aspect of policy standards and objectives, it has been said that it is quite good and has clear objectives, for example, the standard of the policy set in the Regent Regulation where the target prevalence of stunting reduction is at least 1% every year 2) in the aspect of resources, it is good because from a financial point of view, Cluring Sub-district has a large budget allocation for Resti pregnant women and stunting baduta 3) in the aspect of organizational characteristics of implementers Each policy implementer has run well. OPD carries out their respective duties and roles in accordance with what is stated in the Cluring Sub-district Decree 4) on the communication aspect, it has been running well because OPD coordinates both formally and informally through FGD meetings at Mini Loka Karya, besides always communicating through WA groups to convey the results of discussions to the community. 5) in the attitude aspect, the OPD implementers accept the form of policy with a positive response 6) and finally in the socio-economic and political aspects, it has gone well because they feel helped by the policy.
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ABSTRAK
Indonesia kini masih mengalami permasalahan untuk kekurangan gizi yaitu gizi kurang-buruk, pendek (stunting), dan kurus (wasting) yang masih di tingkat angka tinggi bila dibandingkan dengan angka batas menurut World Health Organization. Merujuk pada permasalahan tersebutlah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting berpedoman pada Peraturan Bupati No. 68 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut terdapat strategi pendekatan dalam konvergensi pencegahan stunting dengan melakukan bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah melalui lintas sektor seperti camat, kepolisian, TNI, Kades, Pendidikan, Kemenag, pengairan, BKKBN, dan Pertanian melalui program yang digaungkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu Banyuwangi Tanggap Stunting (BTS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi pencegahan dan penurunan stunting melalui Banyuwangi Tanggap Stunting Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi seperti observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data didalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan data. Penelitian ini menghasilkan temuan menarik diantaranya adalah : 1) pada aspek standar dan sasaran kebijakan Sudah dikatakan cukup baik dan mempunyai tujuan yang jelas, Misalnya Standar dari kebijakan yang ditetapkan pada Peraturan Bupati dimana target prevalensi penurunan stunting paling rendah 1% setiap tahun 2) pada aspek sumber daya sudah baik karena dari segi finansial Kecamatan Cluring mempunyai alokasi anggaran yang besar untuk Ibu hamil Resti dan baduta stunting 3) pada aspek karakteristik organisasi pelaksana Setiap pelaksana kebijakan telah berjalan dengan baik. OPD menjalankan tugas dan perannya masing-masing sesuai dengan yang tertera pada Keputusan Camat Cluring 4) pada aspek komunikasi telah berjalan dengan baik dikarenakan OPD berkoordinasi baik secara formal maupun informal melalui pertemuan FGD di Mini Loka Karya selain itu selalu berkomunikasi melalui grup WA guna menyampaikan hasil diskusi ke masyarakat. 5) pada aspek sikap para pelaksana OPD menerima bentuk kebijakan dengan respons yang positif 6) dan yang terakhir pada aspek sosial ekonomi dan politik telah berjalan dengan baik karena mereka merasa terbantu dengan kebijakan tersebut.
Kata kunci : Implementasi, Konvergensi, Stunti ung 

PENDAHULUAN
Stunting pada balita di Indonesia merupakan fenomena yang umum terjadi.  Sekitar 9 juta balita, atau 37% dari populasi, menderita stunting. stunting dapat dikatakan ketika tinggi badan seseorang sedikit di atas rata-rata tinggi badan anak atau orang dewasa pada umumnya. permasalahan gizi kronis yang terjadi pada balita dapat terjadi akibat pemasokan gizi yang terlalu rendah dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat terjadi ketika orang tua tidak memahami cara memberikan asupan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi anak (Lestari, 2018) dalam (Putri et al., 2021). Indonesia kini masih mengalami permasalahan untuk kekurangan gizi yaitu gizi kurang-buruk, pendek (stunting), dan kurus (wasting) yang masih di tingkat angka tinggi bila dibandingkan dengan angka batas menurut World Health Organization (WHO). Anak usia di bawah lima tahun rentan terhadap kesehatan dan gizi yang menurut data global yakni WHO pada tahun 2012 jumlah penderita kurang gizi di dunia mencapai 104 juta anak, dan keadaan kurang gizi menjadi penyebab sepertiga dari seluruh penyebab kematian anak. Untuk itu, beberapa kriteria, termasuk berat badan menurut umur (BB/U), panjang badan menurut umur (PB/U), dan berat badan dan tinggi badan (BB/TB), digunakan untuk memastikan status nutrisi balita. Menurut (Anugraheni & Kartasurya, 2012) Stunting adalah masalah gizi yang sangat kronis karena merupakan contoh pertama malnutrisi yang dikaitkan dengan peningkatan kadar gizi di masa sebelumnya. Menjaga kebersihan dan memenuhi kebutuhan air bersih, menjaga kebersihan dan mencukupi pasokan air bersih, dan secara berkala membawa anak-anak mereka ke posyandu. Dalam upaya mengatasi masalah nutrisi, pemerintah tidak berhenti dan tegas melaksanakan berbagai cara untuk mempercepat dan menuntaskan penyempurnaan nutrisi serta menyoroti kebijakan dan terobosan yang tepat. Tentu saja melibatkan berbagai dan kesehatan intervensi sensitif yang dilakukan berupa aktivitas pada penduduk yang bisa berpengaruh terhadap status nutrisi (BAPPENAS, 2013) dalam (Wijhati et al., 2021).  Menurut (Bappenas & Unicef, 2017) dalam (Atika Putri et al., 2022) masalah anak pendek (stunting) Masalah gizi global, terutama di negara-negara miskin dan berkembang, salah satunya adalah stunting. Salah satu permasalahan gizi di Indonesia adalah stunting. Sebab, sumber daya manusia yang terhambat perkembangannya lebih kecil daripada sumber daya manusia yang berusia normal. Selain itu, menurut Menurut (Fitriani & Darmawi, 2022) Stunting diartikan oleh WHO sebagai kondisi gagal tumbuh pada bayi Hal ini dikarenakan kurangnya asupan nutrisi, terinfeksi, dan stimulasi yang tidak memadai. 
Melalui hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kemenkes RI mengumumkan prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4 % di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. angka stunting di Indonesia pada masa pandemi Covid di tahun 2021 mencapai 24,4% lebih sedikit 3,5% dari tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2022 angka tersebut turun menjadi sekitar 21,6% yang diharapkan pada tahun selanjutnya angka tersebut akan terus menurun. Dengan melakukan pendekatan gizi sensitif yang akan mendampingi pendekatan gizi sensitif. Pendekatan gizi spesifik berkaitan dengan evaluasi dan pendekatan masalah gizi pada sasaran intervensi yang diberikan kepada 1000 hari pertama kehidupan, bayi, anak, remaja putri, ibu hamil, dan ibu melahirkan. Penguatan intervensi spesifik dalam percepatan penurunan stunting menjadi target 14% pada tahun 2024. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang disebutkan pada pasal 1 ayat 6 mengatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat membuat peraturan yang tepat sesuai dengan daerahnya masing-masing. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah tentu akan tepat dengan keadaan yang terjadi di daerahnya serta lebih efektif dan efisien dalam mengimplementasikannya. Dengan diberlakukannya sistem Otonomi Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 maka setiap daerah akan sama terhadap kebijakan yang dibuat namun besaran kapasitas dari kebijakan tersebut akan berbeda dalam membuat kebijakan penurunan stunting. Dengan adanya Otonomi Daerah ini pemerintah daerah akan lebih fokus kepada kebijakan yang dibuat untuk menekan angka stunting di daerahnya. Untuk mengatasi masalah stunting, kita perlu berbagi pengetahuan tentang tujuan, misi, dan sasaran bersama, serta bahasa yang jelas dan strategis serta definisi yang jelas tentang masalah tersebut. Dalam situasi ini, diskusi kelompok tentang tujuan program sangat diperlukan.  Selain itu, pada titik ini, sangat penting untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang masalah stunting sehingga stakeholder yang terlibat dapat memperoleh pemahaman mendasar tentang masalah tersebut (Purnamasari et al., 2021)
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting berpedoman pada Peraturan Bupati No. 68 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut terdapat strategi pendekatan dalam konvergensi pencegahan stunting dengan melakukan bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah melalui lintas sektor seperti camat, kepolisian, TNI, Kades, Pendidikan, Kemenag, pengairan, BKKBN, dan Pertanian melalui program yang digaungkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu Banyuwangi Tanggap Stunting (BTS). Strategi tersebut menjelaskan bahwasanya semua sektor ikut Langkah-langkah promotif dan preventif harus diimplementasikan untuk mengatasi masalah stunting. Peran dari pemerintah maupun kader yang ikut aktif turut memberikan informasi dan melakukan komunikasi baik formal maupun informal terkait masalah stunting. Media dalam berpartisipasi melakukan kampanye terkait Banyuwangi Tanggap Stunting di berbagai media sosial. Implementasi kebijakan ini tidak lepas dari pemerintah desa dalam konvergensi pencegahan dan penurunan stunting.
Konvergensi sendiri dalam pencegahan stunting merupakan bentuk intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama untuk menyaring kelompok sasaran utama yang tinggal di desa untuk melakukan pencegahan stunting. Peran dari semua stakeholders di Kabupaten Banyuwangi harus maksimal untuk mencapai target yaitu Banyuwangi Zero Stunting. Berbeda dengan intervensi gizi spesifik, upaya rancangan (pencegahan) sensitive dilaksanakan dengan berbagai macam cara untuk membangun bagian luar bidang kesehatan dan menyumbang lebih dari lima puluh persen terhadap intervensi anak stunting. Upaya penurunan prevalensi stunting yang dilakukan Kabupaten Banyuwangi melalui gagasan terbaru dari Bupati Banyuwangi yaitu BTS (Banyuwangi Tanggap Stunting) merupakan sebagai wujud inovasi baru dalam menangani kasus stunting di Banyuwangi. Untuk mendorong terjadinya konvergensi berbagai program prioritas termasuk BTS, maka pilar 3 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) dan Kementerian Dalam Negeri Stranas Stunting secara khusus ditujukan untuk memperkuat konvergensi program di pusat maupun daerah dengan mencakup 4 strategi yaitu, memastikan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kualitas pengelolaan, memperkuat koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintah, dan membagi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, bentuk konvergensi menjadi penting untuk permasalahan stunting yang tidak menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan saja. Pemerintah desa sekalian itu ambil peran bersama lintas sektor camat, kepolisian, TNI, kades, pendidikan, Kemenag, pengairan, BKKBN, pertanian dan lembaga non-pemerintah berperan dalam upaya percepatan penurunan stunting. 
Selain itu, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting dengan melaksanakan 5 langkah untuk program Banyuwangi Tanggap Stunting. Terdiri atas 2 basis dan 3 pilar. Dua basis tersebut ialah melakukan kolaborasi dengan semua pihak, basis selanjutnya ialah mengupayakan secara maksimal agar Kabupaten Banyuwangi zero stunting. 3 pilar yang disebutkan di tiap lini ikut aktif melakukan identifikasi balita stunting (by name, by addres, dan by problem). Dengan adanya permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, diketahui bahwa implementasi kebijakan Banyuwangi Tanggap Stunting di Kecamatan Cluring yang memiliki persentase stunting tertinggi di Kabupaten Banyuwangi masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan oleh berbagai faktor. Tidak optimalnya pelaksana kebijakan dengan kebijakan yang telah dibuat seharusnya menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengingat stunting merupakan permasalahan yang harus segera diminimalisir oleh suatu daerah
Pada penelitian ini peneliti berfokus pada upaya untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui Banyuwangi Tanggap Stunting di Kecamatan Cluring, untuk melakukan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Peraturan Bupati No. 68 Tahun 2020.  Dalam peraturan tersebut terdapat strategi pendekatan dalam konvergensi pencegahan stunting dengan melakukan bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah melalui lintas sektor seperti camat, kepolisian, TNI, Kades, Pendidikan, Kemenag, pengairan, BKKBN, dan Pertanian melalui program yang digaungkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu Banyuwangi Tanggap Stunting (BTS). 

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, sebuah data yang mengandung makna adalah data yang empiris Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud memberi gambaran yang komprehensif dan mendalam terhadap situasi atau proses yang diteliti, dan juga untuk mendeskripsikan secara mendalam terhadap kajian penelitian tentang implementasi pencegahan dan penurunan stunting melalui Banyuwangi Tanggap Stunting Sehingga, mampu menjawab kebenaran pada suatu fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Menurut Lincoln dalam Fadli, (2021) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alam dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada, menurut Setiawan dalam Adlini et al., (2022) menjelaskan bahwa, jenis penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi pencegahan dan penurunan stunting melalui Banyuwangi Tanggap Stunting. Keabsahan data sangat diperlukan di dalam penelitian ini, dengan menggunakan triangulasi menurut Susan Stainback dalam (Sugiyono, 2007) tujuan triangulasi adalah pemahaman seseorang dapat ditingkatkan tentang apa saja yang sedang diteliti, bukanlah untuk menentukan kebenaran tentang kejadian sosial yang sepadan. Tujuan triangulasi bukan untuk memahami kejadian sosial yang sepadan, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman partisipan tentang data dan fakta yang dimilikinya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan angket. Menurut Qomari, (2009) teknik analisis data merupakan bagian dari proses penelitian. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dan angket, diolah dan disajikan untuk membantu peneliti menemukan solusi untuk masalah yang akan pelajari.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi dari hasil temuan penelitian sesuai dengan perumusan masalah yakni mengetahui dan menganalisis tentang implementasi pencegahan dan penurunan stunting melalui Banyuwangi Tanggap Stunting di Kecamatan Cluring dengan fokus penelitian menggunakan teori Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Solihin (2001) yang memiliki 6 (enam) elemen yaitu Standar dan sarana kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi yang terkait dengan pelaksanaan, Sikap para pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik
1. Standar dan sasaran kebijakan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh keterangan bahwa para pelaksana khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Cluring dan Puskesmas di bawah Dinas Kesehatan sudah memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan melakukan koordinasi sesuai tugas pokok fungsinya masing-masing dengan membuat kebijakan program yang berbeda namun tujuannya sama untuk pencegahan dan penurunan stunting pada tahap Implementasi terhadap pencegahan dan penurunan stunting di Kecamatan Cluring berlandaskan pada Standar dan sasaran kebijakan dari tingkat pemahaman pelaksana menjalankan tugasnya dengan baik untuk melaksanakan pencegahan dan penurunan stunting yang berlandaskan dengan peraturan bupati. Bentuk pemahaman tersebut dapat dilihat dari tidak adanya miskomunikasi dan terlaksananya tupoksi yang berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bentuk partisipasi masyarakat terkait penerimaan informasi dari pelaksana adanya respons positif. 
[image: ][image: ]
Gambar 1. Kegiatan posyandu dan mini loka karya
Sumber : Dokumentasi peneliti, Agustus 2024
Pada indikator standar dan sasaran kebijakan dari Kecamatan Cluring mengenai kebijakan pencegahan dan penurunan stunting itu sudah berjalan sesuai Peraturan Bupati No.68 Tahun 2020 Tentang konvergensi pencegahan dan penurunan stunting dengan melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai pedoman untuk pencegahan dan penurunan stunting serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM. Indikator kinerja sesuai dengan Perbup setiap perangkat daerah yang terlibat dalam program pencegahan dan penurunan stunting mengacu pada target penurunan stunting dan prevalensi di daerah paling rendah 1% setiap tahunnya. Pelaksanaan intervensi gizi spesifik di setiap sasaran yang berbeda seperti pemberian tablet penambah darah, PMT kepada ibu hamil KEK untuk ibu hamil, pemantauan pertumbuhan tiap bulan melalui posyandu pemberian asi eksklusif untuk bayi usia kurang dari 6 bulan. Kemudian pemberian MPASI, PMT untuk balita kurang gizi dan pemantauan pertumbuhan setiap bulan kepada balita usia 6 bulan sampai 2 tahun. Untuk intervensi gizi spesifik yang sudah dilakukan oleh OPD kecamatan yakni penyebarluasan komunikasi dan pendidikan melalui strategi komunikasi perubahan perilaku, sosialisasi untuk edukasi seksual dan reproduksi kepada remaja, dan pelayanan konseling kepada orang tua.
2. Sumber Daya
Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya kebijakan mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana anggaran maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif. Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang baik, baik SDM maupun sumber daya keuangan.  Dalam Hal ini, Kecamatan Cluring terkait dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki baik dari fasilitas kesehatan dan dari tenaga kesehatan, kader posyandu sudah banyak yang berjumlah 87 posyandu se-kecamatan dan 435 kader posyandu, 9 kader BTS se-kecamatan. Sumber daya finansial Kecamatan Cluring sesuai dengan Surat Edaran Nomor: 444/3002/429.112.2024 tentang Pemberian Makanan Tambahan untuk Baduta Stunting, Gizi kurang, dan Ibu Hamil berisiko tinggi dengan jumlah untuk PMT Baduta senilai Rp. 17.500 per hari setiap bulannya. 
Sedangkan untuk PMT ibu hamil KEK dan menyusui senilai Rp. 21.500 per hari setiap bulan. Pemberian dana insentif tambahan bagi kader posyandu juga turut diberikan melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sedangkan untuk kader BTS tidak mendapatkan insentif tambahan. Keberadaan sumber daya yang bisa dikatakan sudah cukup dari Kecamatan Cluring harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dari pedoman aturan Bupati No.68 Tahun 2020 yaitu pencegahan dan penurunan stunting. Selain itu sumber daya yang dimiliki di Kecamatan Cluring baik dari tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan mumpuni untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat penderita stunting. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya adanya kendala dari anggaran finansial yakni berupa pemberian insentif untuk kader BTS tidak ada. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, beberapa informan menyatakan adanya kendala yang di temukan dari segi sumber daya finansial sehingga dapat diketahui bahwa sumber daya yang dimiliki Kecamatan Cluring baik dari segi SDM maupun finansial dalam mewujudkan penurunan stunting serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melakukan layanan kesehatan. Dari segi SDM dan alat kesehatan di Kecamatan Cluring sudah tersedia dengan baik di setiap desa lebih dari 1 bidan hadir ada di posyandu serta alat pengukuran yang canggih untuk mengukur balita stunting. Serta bagi masyarakat tidak bisa periksa di puskesmas, tim dari puskesmas bersedia datang ke lokasi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara jemput bola dari puskesmas
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Gambar 2. Kegiatan jemput bola dari puskesmas
Sumber: Dokumentasi peneliti, Agustus 2024
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana
Karakteristik agen pelaksana yang dimaksud ialah meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program tersebut berjalan. Diantaranya sikap dari masing-masing pelaksana kebijakan. Sikap tersebut yang menjadi patokan dari masing-masing pelaksana kebijakan. Selain itu karakteristik badan pelaksana itu adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi di dalam birokrasi yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Pada Peraturan Bupati No.68 Tahun 2020 setiap pemangku kepentingan terutama OPD sudah diberikan siapa yang berperan. Selain itu secara rinci karakteristik badan pelaksana di Kecamatan Cluring dengan mengeluarkan Keputusan Camat Cluring Nomor:188/O/KEP/429.512/2002 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Cluring yang di dalamnya memuat tugas, dan fungsinya. 
Dalam hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa badan pelaksana di Kecamatan Cluring atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TPPS memahami tugas pokok, dan fungsinya masing-masing untuk mewujudkan keberhasilan program kebijakan dengan memastikan peningkatan sumber daya manusia ditingkat kecamatan sampai desa gunanya menurunkan angka stunting, memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk penurunan stunting kemudian melakukan pemantauan dan mengevaluasi bersama dengan lintas sektor. pemberian bantuan kepada penderita stunting yang sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Pemberian bantuan berupa makanan pokok/jadi yang diberikan oleh Kecamatan Cluring lewat penyedia bahan makanan dan pemberian makanan tambahan serta pemberian tablet penambah darah (anemia) untuk siswi SMP secara berkala yang dilakukan oleh Puskesmas. Selain itu, badan pelaksana belum sepenuhnya mematuhi nota kesepakatan yang telah dibuat serta adanya ketepatan waktu yang diberikan petugas, sehingga adanya kepatuhan implementor pelaksanaan kebijakan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting sudah sesuai dengan tupoksinya tersebut dapat berakibat pada kelancaran program. Masing-masing OPD Kecamatan Cluring, pengarah TPPS Kecamatan serta Kepala Desa yang selalu memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, dan kegiatan penurunan stunting di tingkat kecamatan. Sementara itu kepala desa bersinergi mengoordinasikan, dan memberikan evaluasi penyelenggaraan penurunan stunting di tingkat desa. 
4. Komunikasi
Implementasi kebijakan berjalan dengan efektif apabila tujuan-tujuan dari komunikasi dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerjanya. Menurut Van Meter dan Van Horn, prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran dan tujuan yang dinyatakan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaiknya. Dalam hubungan antar organisasi maupun antar pemerintah, dua jenis kegiatan pelaksanaan merupakan hal yang penting. Pertama, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Kedua, atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif dan negatif.  Implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga terendah. Dengan begitu, tujuan dan sasaran kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga bisa menghindari adanya distorsi atas kebijakan terebut. Dalam hal ini implementor kebijakan yang dikomandoi oleh BKKBN sebagai unit pelaksana, secara teknis dinas kesehatan sebagai pelaksana teknis yang secara rutin OPD di Kecamatan Cluring beserta puskesmas melakukan komunikasi dalam berbagai bentuk dengan seluruh pihak yang terlibat.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan antar organisasi Kecamatan Cluring guna melakukan keberlangsungan program melakukan berbagai cara bentuk penyampaian komunikasi baik secara langsung maupun daring lewat media sosial, Mini loka karya. Terdapat kendala yang ditemukan menjadikan bentuk konvergensi setiap OPD bisa berkurang. Oleh karena itu, keberhasilan dari implementasi kebijakan ditentukan oleh proses komunikasi dan konsistensi kepada pelaksana kebijakan yang terlibat harus dilakukan oleh Kecamatan Cluring. 
[image: ]
Gambar 3. Bentuk Koordinasi melalui FGD
Sumber: Dokumentasi peneliti, Agustus 2024
Dalam pelaksanaan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting terkait komunikasi antar organisasi dan penyebaran informasi diketahui dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 5 yaitu pemangku kepentingan adalah semua pihak di dalam masyarakat, yang meliputi individu, komunitas atau kelompok masyarakat, unsur penyelenggara pemerintah daerah, sektor swasta, instansi, lembaga, dan pihak terkait lainnya yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap permasalahan stunting. Yang sesuai dengan asas pencegahan dan penurunan stunting melakukan komunikasi, kerja sama, dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penguatan kelembagaan pencegahan stunting. Dalam prosesnya OPD Kecamatan Cluring berkomunikasi dengan lintas sektor lainnya dilakukan dengan metode tatap muka, FGD, dan media sosial. Mereka membuat FGD berbentuk Mini Loka Karya bersama lintas sektor di balai penyuluhan Kecamatan Cluring guna membahas terkait permasalahan stunting. Selain itu membuat grup WA yang berisikan semua organisasi untuk memudahkan pengoordinasian lebih lanjut. Dalam proses penyaluran informasi kepada masyarakat ada di posyandu dan kegiatan sosialisasi, untuk kegiatan posyandu penyuluhan rutin terkait kesehatan ibu dan anak, KB, dan perbaikan gizi dengan sasaran Ibu hamil, Ibu menyusui, usia sekolah dan remaja. Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi dengan sasaran masyarakat umum hanya akan diadakan ketika ada organisasi yang mau mengadakan seperti organisasi muslimat, fatayat yang mau mengadakan penyuluhan terkait pencegahan dan penurunan stunting dengan mengundang tim puskesmas sebagai narasumbernya. Namun hal tersebut, untuk proses penerimaan informasi dari masyarakat kurang sepenuhnya berjalan dengan baik karena tidak kondusif kalau sasaran penyuluhan masyarakat luas.
5. Sikap pelaksana
Sikap pelaksana atau disposisi ialah watak dari pelaksana implementasi untuk mengimplementasi sebuah kebijakan, juga menjadi sebuah hal yang penting untuk diperhatikan. Karena hal ini juga berpengaruh untuk melihat seberapa jauh suatu Implementasi kebijakan berhasil dilaksanakan. Bentuk dari sikap dari pelaksana dapat berupa komitmen yang tinggi untuk menjalani kebijakan, kejujuran, ketelitian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pelaksana kebijakan untuk pemilihan pelaku kebijakan harulah orang-orang yang mempunyai dedikasi yang tinggi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Organisasi Perangkat Daerah di Kecamatan Cluring memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan yang ditetapkan dan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa bentuk dari sikap pelaksana baik membutuhkan sikap komitmen yang tinggi. Upaya yang telah dilakukan oleh OPD Kecamatan Cluring dengan merespons secara positif akan menimbulkan dampak keberhasilan sebuah kebijakan. Mulai dari pahamnya tugas masing-masing untuk penanganan selanjutnya. Selain itu sikap pelaksana dari Organisasi Perangkat Daerah di Kecamatan Cluring dikatakan baik, hal tersebut mereka sudah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur, itu artinya mereka telah paham apa yang berkaitan dengan program yang diberikan dan apa yang telah menjadi pelaksana. Sikap pelaksana pada pencegahan dan penurunan stunting ini tetap konsisten dan pelaksana umumnya sudah mengetahui dan paham dari tujuan kebijakan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting ini. 
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik
Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, sumber daya ekonomi mencukupi, dan bagaimana kebijakan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi yang ada serta tanggapan publik tentang kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan kebijakan turut diperhatikan pula kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Dalam hal ini, lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam implementasi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting. Berdasarkan hasil penelitian terutama dari segi lingkungan sosial dapat diketahui bahwa masyarakat bisa dikatakan terbantu dan turut mendukung adanya program bantuan dari Banyuwangi Tanggap Stunting berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada Ibu Hamil Resti dan balita stunting, serta kegiatan monitoring dan pemberian edukasi untuk hidup sehat yang artinya pelaksana kebijakan peduli terhadap kesehatan masyarakat terutama Ibu Hamil Resti dan balita stunting. Adapun kendala yang dijumpa berupa adanya rasa malu untuk keluarga menerima bantuan yang mereka menganggap bukan haknya. Selanjutnya dalam segi ekonomi masyarakat khususnya Ibu Hamil Resti dan Balita Stunting merasa terbantu dengan adanya Pemberian Makanan Tambahan karena dirasa terbatasnya pengetahuan tentang jenis-jenis makanan bergizi untuk mencegah stunting itu sendiri dan terakhir terkait lingkup politik dalam pelaksanaan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting upaya dukungan dari pemerintah sangat baik dan terkoordinasi dengan baik dari OPD kecamatan sendiri yang melibatkan lintas sektor lainnya sesuai arahan dari Peraturan Bupati No.68 Tahun 2020 Tentang Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Banyuwangi.


KESIMPULAN
Berdasarkan hasil serta pembahasan penelitian tentang implementasi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting melalui Banyuwangi Tanggap Stunting di Kecamatan Cluring, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Standar dan sasaran kebijakan 
Sudah dikatakan cukup baik dan mempunyai tujuan yang jelas, Misalnya Standar dari kebijakan yang ditetapkan pada Peraturan Bupati dimana target prevalensi penurunan stunting paling rendah 1% setiap tahun, kemudian sasaran yang dimaksud ialah sasaran untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif untuk remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, ibu hamil menyusui di bawah usia 6 bulan, ibu menyusui dan anak suai 6 sampai 24 bulan, dan anak usia 0-23 bulan dan balita dan anak balita usia 24-59 bulan.
2. Sumber daya 
Sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Cluring dalam pelaksanaannya dikatakan sudah baik namun masih ada kendala yang ditemui untuk pemberian dana insentif kepada Kader BTS, dibuktikan OPD dan pihak lainnya telah melakukan sinergi dalam menjalakan kebijakan BTS yang diciptakan oleh Bupati Banyuwangi untuk mewujudkan Banyuwangi Zero Stunting. Kegiatan perencanaan, monitoring, serta evaluasi dilakukan secara bersama-sama mulai dari Kecamatan Cluring, OPD, puskesmas, kader desa, Desa. Selain itu dari penyediaan fasilitas kesehatan dan jumlah kader posyandu dan BTS sudah banyak. Kecamatan Cluring memiliki 2 Puskesmas dan 87 posyandu serta 435 kader posyandu dan 9 kader BTS. Dari segi finansial Kecamatan Cluring mempunyai alokasi anggaran yang besar untuk Ibu hamil Resti dan baduta stunting hal itu membuktikan bahwa finansial yang dimiliki untuk mendukung kebijakan program.
3. Karakteristik organisasi pelaksana 
Setiap pelaksana kebijakan telah berjalan dengan baik. OPD menjalankan tugas dan perannya masing-masing sesuai dengan yang tertera pada Keputusan Camat Cluring Nomor: 188/10/KEP/429.512/2002 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Cluring. Hal tersebut menjadi faktor keberhasilan implementasi kebijakan.
4. Komunikasi 
Penerapan untuk komunikasi antar organisasi/OPD telah berjalan dengan baik. OPD berkoordinasi baik secara formal maupun informal melalui pertemuan FGD di Mini Loka Karya selain itu selalu berkomunikasi melalui grup WA guna menyampaikan hasil diskusi ke masyarakat.
5. Sikap para pelaksana 
OPD menerima bentuk kebijakan dengan respons yang positif namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa yang belum menjalankan tugas dengan baik menandakan bahwa masih ada beberapa yang menganggap sepele tugas tersebut.
6. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik 
Kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik di Kecamatan Cluring telah berjalan dengan baik dan mendukung. Mereka merasa terbantu dengan kebijakan yang mereka dapat PMT hal tersebut meringankan beban bagi mereka, serta UMKM di lingkungan sekitar berjalan dengan baik dengan adanya program dari ASN belanja cantik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian UMKM serta bentuk dukungan dari pemerintah daerah dengan memberikan alokasi anggaran yang besar untuk mendukung pencegahan dan penurunan stunting di Kecamatan Cluring.
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